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PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 5 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN PUPUK BERSUBSIDI DAN GABAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

. bahwa Jawa Barat sebagai daerah agraris telah memberikan kontribusi

yang besar dalam penyediaan pangan nasional dan menjadi mata
pencaharian pokok serta sumber penyediaan lapangan kerja dan usaha,;

. bahwa dalam rangka penyediaan pangan di Daerah, perlu dilakukan

upaya untuk peningkatan produksi, mutu hasil dan penyerapan hasil
pertanian yang dilakukan oleh masyarakat petani melalui regulasi
pengelolaan pupuk bersubsidi dan penyerapan gabah;

. bahwa untuk menjamin peningkatan produksi, mutu hasil dan penyerapan

hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan b,
perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang
Pengelolaan Pupuk Bersubsidi dan Gabah;

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi

Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta
Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3419);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya

Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

http://www.bphn.go.id/


http://www.bphn.go.id/data/documents/50uu011.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/50uu08.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/90uu05.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/92uu012.pdf

2

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

10.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5068);

11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya
Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

13.Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833);

17.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagai Barang dalam Pengawasan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun
2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005
tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagai
Barang dalam Pengawasan;
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18.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2011 tentang Bantuan Langsung
Benih Unggul dan Pupuk;

19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3
Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 71);

20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri
E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

22.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 88);

23.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 68);

24.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2010 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 71);

25.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 90);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :
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Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PUPUK BERSUBSIDI
DAN GABAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

o ok w

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
Badan adalah Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat,
Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat, Dinas Peternakan
Provinsi Jawa Barat, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.

Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai
lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang
mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan
hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh
manusia.

Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha
pertanian.

Pengelolaan Pupuk Bersubsidi adalah rangkaian kegiatan berkaitan
dengan penyediaan pupuk bersubsidi, meliputi perencanaan,
penetapan, kebutuhan dan pengadaan, penyaluran, pelaporan dan
pengawasan.

Pengelolaan Gabah adalah rangkaian kegiatan berkaitan dengan
penyerapan gabah, meliputi inventarisasi produksi, pemantauan dan
analisis harga di tingkat Produsen dan konsumen

Pemberdayaan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan
untuk menjamin keamanan, ketertiban, ketaatan, pemeliharaan,
kesinambungan dan keberlanjutan.

Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, hijauan pakan
ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.

Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam
penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau
tidak langsung.

Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai
dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai
produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.

Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan
dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk
kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian, meliputi
pupuk urea, pupuk SP 36, pupuk ZA, pupuk NPK dan jenis pupuk
bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga
tertinggi pupuk bersubsidi dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg di
Lini IV, yang dibeli secara tunai oleh kelompok tani dan/atau petani
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
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Gabah adalah hasil tanaman padi yang telah dipisahkan dari
tangkainya dengan cara perontokan atau cara lainnya.

Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi
dalam negeri dan/atau sumber lain.

Peredaran Gabah adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan
dalam rangka penyaluran kepada masyarakat, baik diperdagangkan
maupun tidak.

Harga Pembelian Pemerintah yang selanjutnya disebut HPP adalah
harga pembelian gabah oleh Pemerintah hasil budidaya
petani/kelompok tani di tingkat desa/kecamatan dengan standar mutu
yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Lini | adalah lokasi gudang pupuk wilayah pabrik ibukota dari masing-
masing produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.

Lini 1l adalah lokasi gudang pupuk wilayah ibukota Provinsi dari Unit
Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan.

Lini Ill adalah lokasi gudang Produsen dan/atau Distributor di wilayah
Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen.

Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah Kecamatan
dan/atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor.

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Daerah yang selanjutnya
disebut KP3 Daerah adalah wadah koordinasi instansi terkait di
Daerah dalam pengawasan pupuk dan pestisida di Daerah, yang
dibentuk oleh Gubernur.

Petani adalah perorangan warga negara Indonesia Yyang
mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau
hortikultura termasuk pekebun yang mengusahakan lahan untuk
budidaya tanaman perkebunan rakyat dengan skala usaha yang tidak
mencapai skala tertentu, peternak yang mengusahakan lahan untuk
budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak dipersyaratkan
memiliki izin usaha dan pembudidaya ikan dan/atau udang yang
mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak
dipersyaratkan memiliki izin usaha.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Jawa Barat.

Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan
penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi
Gudang.

Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang
disimpan di gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.

Kelompok Tani adalah kumpulan petani, pekebun, peternak atau
pembudidaya ikan dan/atau udang yang dibentuk atas dasar
kesamaan lingkungan, sosial ekonomi, sumberdaya dan keakraban
untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.

BAB Il
ASAS
Pasal 2

Pengelolaan pupuk bersubsidi dan gabah di Daerah diselenggarakan
berdasarkan asas :

a. manfaat;
b. keadilan;
c. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
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